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1.

BUPATI TABALONG,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Kerja Tim
Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga pada
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,
Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat
Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten
Tabalong Tahun Anggaran 2021, dipandang perlu
membentuk  Panitia Rapat Kerja Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tabalong Tahun 2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tabalong;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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1.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2013
tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010
Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 02);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 45), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
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Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor
45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong
(Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor
S58);

12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Panitia Rapat Kerja Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga Kabupaten Tabalong Tahun 2021 dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut:

a. membuat rencana kegiatan, melakukan persiapan dan
pelaksanaan seluruh Kegiatan Rapat Kerja Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga;

b. menyelenggarakan Kegiatan Rapat Kerja Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga; dan

c. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Tabalong
melalui  Kepala  Pemberdayaan  Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Tabalong sebagaimana  tencantum  dalam  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
Pada tanggal 2z M 202/

k_BUPATI TABALONG,
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1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa di Jakarta.
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Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan
Selatan di Banjarbaru.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong di
Tanjung.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG

NOMOR 18
TANGGAL

8.45/ ¢/ /2021
zz Merit 202/

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA RAPAT KERJA PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN TABALONG

TAHUN 2021
JABATAN
NO JABATAN DINAS/INSTANSI DALAM TIM KET

1 | Ketua TP. PKK Kabupaten Tabalong Ketua
2 | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Sekretaris

Pemerintah Desa Kabupaten Tabalong
3 | Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pada Anggota

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintah Desa Kabupaten Tabalong Anggota
4 | Kepala Seksi PKK dan Posyandu pada Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah

Desa Kabupaten Tabalong Anggota
S5 | TP. PKK Kabupaten Tabalong (6 Orang) Anggota

] BUPATI TABALONG,
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